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BSTRAK 

Pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Dalam rangka melakukan hubungan kerja, 

setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan keadilan 

dalam pelaksanaan hubungan kerjanya. Hadirnya Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi tonggak penting 

kepastian hukum bagi para pekerja rumah tangga sehingga perlu menjadi 

perhatian serius bagi pemerintah untuk melakukan percepatan pembahasan 

dan pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, 

penelitian ini membahas dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana 

perlindungan pekerja rumah tangga dalam berbagai peraturan di 

Indonesia? Kedua, bagaimana politik hukum pengaturan perlindungan 

pekerja rumah tangga ditinjau dari perspektif hak pekerja? Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 

data sekunder yang berbahan hukum primer dan sekunder, serta dengan 

spesifikasi penelitian deskriptif analisis melalui studi dokumen. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan pertama, di Indonesia belum ada pengaturan 

undang-undang yang secara spesifik membahas mengenai perlindungan 

terhadap pekerja rumah tangga, dalam hal ini hanya Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja 

Rumah Tangga yang menjadi terobosan hukum bagi perlindungan pekerja 

rumah tangga, namun Permenaker ini pun dinilai belum memiliki kekuatan 

hukum yang kuat jika dibandingkan dengan undang-undang 

ketenagakerjaan. Kedua, politik hukum munculnya Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yaitu dikarenakan semakin 

meningkatnya jumlah pekerja rumah tangga, yakni mencapai 4,2 juta jiwa 

pada tahun 2015 yang juga diiringi dengan peningkatan kasus kekerasan 

terhadap pekerja rumah tangga tersebut. Hal ini menunjukkan angka yang 

cukup besar bagi pekerja yang tidak mempunyai payung hukum. 
 


